1.1

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Sikap apatisme masyarakat akan selalu hadir bila harapan dan keinginan

dalam segala urusan akan dialami. Olehnya itu, penelitian ini telah menemukan

hal-hal menarik dalam lapangan, sehingga dapat ditarik kesimpulan yakni:

1.

Hukum dapat dimengerti oleh setiap orang dengan beragam tafsiran.
Khususnya di Desa Boludawa hukum dalam kaitannya dengan pengurusan
sertifikat tanah dipahami bahwa sertifikat adalah alat untuk menyatakan hak
kepemilikan tanah yang diakui oleh negara. Pada poin tersebut, masyarakat
sangat memahami itu, tetapi dalam hal teknis lebih jauh serta konsekuensi-
konsekuensi atas hak kepemilikan tanah, sepenuhnya membuat mereka takut
untuk berkepentingan dengan urusan sertifikat tanah. Oleh Karena itu, maka
peneliti menganggap pengetahuan hukum masyarakat masih sangat rendah;
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka yang menjadi temua penelitian
dalam kaitannya dengan hambatan-hambatan dalam pengurusan kepemilikan
sertifikat tanah adalah faktor pelayanan, sosialisasi yang kurang, faktor
ekonomi serta yang terpenting adalah lahirnya sifat apatisme warga
masyarakat yang diwujudkan dengan ketidakpedulian sertifikat atas hak
kepemilikan tanah;

Upaya untuk mengatasi rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan
sertifikat tanah adalah perlunya sosialisasi hukum dan pentingnya hak atas

kepemilikan tanah dalam bentuk sertifikat, serta intensitasi penyuluhan yang
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terintegrasi. PRONAS  adalah  solusi untuk  memperbaiki  dan
memperioritaskan masyarakat yang masuk dalam kategori miskin atau
ekonomi lemah.

1.2 Saran

Bertolak dari kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai
berikut:

1. Perlunya meningkatkan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan mengenai
pentingnya mendaftarkan tanah oleh Badan Pertanahan Nasional maupun
pemerintah Desa secara rutin.

2. Pemerintah sebaiknya menyiapkan dana anggaran yang cukup bagi Badan
Pertanahan Nasional untuk mengurangi biaya-biaya pendaftaran tanah yang
ditanggung oleh masyarakat, sehingga masyarakat yang kurang mampu pun
juga dapat mendaftarkan tanah tanpa terkendala masalah biaya.

3. Dalam pelayanan baik Badan Pertanahan maupun pemerintah Desa harus lebih
responsive terhadap kepentingan masyarakat terutama dalam hal pengurusan

pemilikan sertifikat tanah.
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